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WALI KOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO 

NOMOR 1 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA GORONTALO, 

bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah perlu 

penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu 

dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah; 

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah beberapa kal i diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
/-\ 
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menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan 
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WALI KOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO 

NOMOR 1 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA GORONTALO, 

bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah perlu 

penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu 

dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah, 

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
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lUSAS 
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ASSIES 
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Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling 

lambat 6 (enam) bulan setelah tahun Anggaran berakhir; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belemja Daerah Tahun 

Anggaran 2022; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I I di Sulawesi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 
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Mengingat 

Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling 

lambat 6 (enam) bulan setelah tahun Anggaran berakhir, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022) 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1822), 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851), 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400), 
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6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahgin Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Huhungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembarem 
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421), 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856), 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757), 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5340); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Teimbahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5340), 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155), 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585), 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4594), 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614), 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165), 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

2 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah, sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781 

Tahun 2020; 

24. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Gorontaio Tahun 2021 Nomor 7); 

25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Gorontaio Tahun 2022 Nomor 05); 
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Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219), 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272), 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057): 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah, sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1781 

Tahun 2020: 

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021 Nomor 7), 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Tahun 

Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2022 Nomor 05), 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO 

Dan 

WALI KOTA GORONTALO 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA. DA.ERA.H TA.KUN A.NGGA.RA.N 2022 

Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan 

memuat : 

a. Laporan Realisasi Anggaran 

b. Laporan Perubahan SAL 

c. Neraca 

d. Laporan Operasional (LO) 

e. Laporan arus kas (LAK) 

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 

g. Catatan atas laporan keuangan. 

2 ika 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO 

Dan 

WALI KOTA GORONTALO 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 
IA bdk KAN h AA hahah Nk hh ho oh LX KAL YNA AL ALL nh 

Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan 

memuat : 

a. Laporan Realisasi Anggaran 

  

  

        

b. Laporan Perubahan SAL 

c. Neraca 

d. Laporan Operasional (LO) 

e. Laporan arus kas (LAK) 

f. ' Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 

g. Catatan atas laporan keuangan. 
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(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar 

laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah. 

Pasal 2 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Passd 1 huruf a, sebagai berikut : 

a. Pendapatan Rp. 915.889.751.815,28 

b. Belanja Rp. 1.158.115.117.533,21 

Surplus/(defisit) Rp. (242.225.365.717,93) 

c. Pembiayaan 

- Penerimaan Rp. 319.447.595.129,11 

- Pengeluaran Rp. 7.600.722.617,00 

Pembiayaan Neto Rp. 311.846.872.512,11 

d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebelum Koreksi Rp. 69.621.506.794,18 

e. Koreksi SILPA Rp. 0,00 

f. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp. 69.621.506.794,18 

Pasal 3 

T_Irai9.n laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut ' 

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 63.349.225.541,72.- dengan rincian sebagai 

berikut : 
Q Ar» fTrTo» -o i - i T M i t - i z - l r n - i o + o-f-. o ^ i - f o l o V . •r^o-.-nV..- .Ur^-.- , t P - ^ n v n T P O C\T7 Q C ' T nr> 

A A A A ^ ^ . . . U C X A ^\^i.l.\^*^^\Ji^\.KJk.X.l. V J \ ^ ^ V . X I A H A A C A ^ X C U A X V ^ . ^ . ^ X X X X . ^ I f . X X X X / , X X X X 

  

  

        

—
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5 Ts 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar 

laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah. 

Pasal 2 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, sebagai berikut : 

  

  

  

  

a. Pendapatan Rp. 915.889.751.815,28 

b. Belanja Rp. 1.158.115.117.533,21 

Surplus/ (defisit) Rp. (242.225.365.717,93) 

c. Pembiayaan 

- Penerimaan Rp. 319.447.595.129,11 

- Pengeluaran Rp. 7.600.722.617 ,00 

Pembiayaan Neto Rp. 311.846.872.512,11 

d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebelum Koreksi Rp. 69.621.506.794,18 

e. Koreksi SILPA Rp. 0,00 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp. 69.621.506.794,18 

Pasal 3 

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 63.349.225.541,72.- dengan rincian sebagai 

berikut : 
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b. Realisasi Rp. 915.889.751.815,28 

Selisih lebih/(kurang) Rp. 63.349.225.541,72 

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 173.747.047.825,79.- dengan rincian sebagai 

a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.331.862.185.359,00 

b. Realisasi Rp. 1.158.115.117.533,21 

Selisih lebih/(kurang) Rp. 173.747.047.825,79 

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. (110.397.822.284,07) dengan rincian sebagai 

bci ikut : 

a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp. (352.623.188.002,00) 

b. Realisasi Rp. (242.225.365.717,93) 

Selisih lebih/(kurang) Rp. (110.397.822.284,07) 

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 41.666.039.389,89.- dengan rincian 

sebagai berikut : 

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 361.113.634.519,00 

b. Realisasi Rp. 319.447.595.129,11 

Selisih lebih/(kurang) Rp. 41.666.039.389,89 

^ y e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 889.723.900,00 dengan rincian 

sebagai berikut : 

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 8.490.446.517,00 

  

  

        

2» 

b. Realisasi Rp. 915.889.751.815,28 

Selisih lebih/ (kurang) Rp. 63.349.225.541,72 

Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 173.747.047.825,79.- dengan rincian sebagai 

harilryat 

a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.331.862.185.359,00 

b. Realisasi Rp. 1.158.115.117.533,21 

Selisih lebih/ (kurang) Rp. 173.747.047.825,79 

Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp. (110.397.822.284,07) dengan rincian sebagai 

berikut : 

a. Surplus/ defisit setelah perubahan Rp. (352.623.188.002,00) 

b. Realisasi Rp. (242.225.365.717,93) 

Selisih lebih/ (kurang) Rp. (110.397.822.284,07) 

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 41.666.039.389,89.- dengan rincian 

sebagai berikut : 

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 361.113.634.519,00 

b. Realisasi Rp. 319.447.595.129,11 

Selisih lebih/ (kurang) Rp. 41.666.039.389,89 

Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 889.723.900,00 dengan rincian 

sebagai berikut : 

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 8.490.446.517,00
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b. Realisasi Rp. 7.600.722.617,00 

Selisih lebih/(kurang) Rp. 889.723.900,00 

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 40.776.315.489,89 dengan rincian sebagai 

berikut : 

a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 352.623.188.002,00 

b. Realisasi Rp. 311.846.872.512,11 

Selisih lebih/(kurang) Rp. 40.776.315.489,89 

Pasal 4 

Laporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2022 

sebagai ber ikut : 

Rp. 104.727.564.101,02 

104.727.565.972,02 

a. Saldo Anggaran Lebih Awal (SAL) 
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan 

Pembiayaan Tahun Berjalan Rp 

Sub Total 

a. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan 
Anggaran (SILPA/SIKPA) 

b. Koreksi Silpa 

Sub Total 
a. Koreksi kesalahan pembukuan 

Tahun Sebelumnya (Lain-lain) 

Saldo Anggaran Lebih Akhir 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

(1.871,00) 

69.621.506.794,18 

0,00 

69.621.504.923,18 

1.871,00 

69.621.506.794,18 

  

PERANGKAT 
DAERAH 

  

KABAG 
KURUM 
  

ASISTEN 

        

P
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b. Realisasi 

Selisih lebih/ (kurang) 

Rp. 7.600.722.617,00 

Rp. 889.723.900,00 

Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 40.776.315.489,89 dengan rincian sebagai 

a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 352.623.188.002,00 

b. Realisasi 

Selisih lebih/ (kurang) 

Rp. 311.846.872.512,11 

Rp. 40.776.315.489,89 

Pasal 4 

Laporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2022 

sebagai berikut : 

a. Saldo Anggaran Lebih Awal (SAL) 
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan 

Pembiayaan Tahun Berjalan 

Sub Total 

Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan 
Anggaran (SILPA/SIKPA) 

Koreksi Silpa 

Sub Total 

Koreksi kesalahan pembukuan 

Tahun Sebelumnya (Lain-lain) 

Saldo Anggaran Lebih Akhir 

Rp. 

: Rp. 

104.727.564.101,02 

104.727.565.972,02 
  

: Rp. 

: Rp. 

"Rp: 

(1.871,00) 

69.621.506.794,18 

0,00 
  

: Rp. 

! Rp. 

69.621.504.923,18 

1.871,00 
  

: Rp. 69.621.506.794,18 
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Pasal 5 

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut 

a. Jumlah aset 

b. Jumlah kewajiban 

c. Jumlah ekuitas 

d. Total Kewajiban dan Ekuitas Dana 

Rp. 1.749.885.138.294,48 

Rp. 317.892.756.667,52 

Rp. 1.431.992.381.626,96 

Rp. 1.749.885.138.294,48 

Pasal 6 

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2022 sebagai 

berikut : 

A. Kegiatan Operasional 

- Pendapatan - LO 

- Beban 

- Surplus/Defisit (LO) 

B . Kegiatan Non Operasional 

- Surplus/Defisit 

C. Pos Luar Biasa 

- Rehfln L-nar Bia^a 

Rp. 972.513.866.458,33 

Rp. 1.013.441.086.002,02 

Rp^ (40.927.219.543,69) 

Rp. 

R r . 
- - r - • 

36.998.791,00 

n no 

Surplus/Defisit - LO Rp. (40.890.220.752,69) 

- 10- 

Pasal 5 

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut : 

a. Jumlah aset Rp. 1.749.885.138.294,48 

b. Jumlah kewajiban Rp. 317.892.756.667,52 

c. Jumlah ekuitas Rp. 1.431.992.381.626,96 

d. Total Kewajiban dan Ekuitas Dana Rp. 1.749.885.138.294,48 

Pasal 6 

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2022 sebagai 

berikut : 

A. Kegiatan Operasional 

  

- Pendapatan - LO :Rp. 972.513.866.458,33 

- Beban : Rp. 1.013.441.086.002,02 

- Surplus/Defisit (LO) :Rp. (40.927.219.543,69) 

B. Kegiatan Non Operasional 

- Surplus/Defisit : Rp. 36.998.791,00 

C. Pos Luar Biasa 

—A - Beban Luar Biasa "Rp. 0,00 
PERANGKAT 
DAERAH 

    

Kama Surplus/ Defisit - LO : Kp: (40.890.220.752,69) 
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Pasal 7 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 

31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut : 

a. Saldo kas awal per 1 Januar i tahun 2022 

b. Arus kas dari aktivitas operasi 

c. Arus kas dari aktivitas investasi 

d. Arus kas dari aktivitas pendanaan 

e. Arus kas dari aktivitas transitoris 

f. Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas 

f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2022 

Rp 104.830.335.659,38 

Rp. (14.002.021.297,93) 

Rp. (233.223.344.420,00) 

Rp. 212.119.306.540,09 

Rp. (48.286.434,36) 

Kp. (35.154.345.612,20) 

Rp. 69.675.990.047,18 

Pasal 8 

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud pada Pasal f huruf d per 31 Desember Tahun 2022 

sebagai berikut : 

a. Ekui tas Awal 

b. Surplus/Defisit LO 

e. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan 

H E k u i t a s A k h i r 

Rp. 1.479.366.712.683,45 

Rp. (40.890.220.752,69) 

Rp. (6.484.110.303,80) 

R r . 1 Q Q O - ^ R I aoa oa 
  

  

L
e
 

    ag
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Pasal 7 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 

31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut : 

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2022 Rp 104.830.335.659,38 

b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. (14.002.021.297,93) 

c. Arus kas dari aktivitas investasi Rp. (233.223.344.420,00) 

d. Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp. 212.119.306.540,09 

e. Arus kas dari aktivitas transitoris Rp. (48.286.434,36) 

i. Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Rp. (35.154.345.612,20) 

f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2022 Rp. 69.675.990.047,18 

Pasal 8 

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud pada Pasal f huruf d per 31 Desember Tahun 2022 

sebagai berikut : 

a. Ekuitas Awal : Rp. 1.479.366.712.683,45 

b. Surplus/Defisit LO :Rp. (40.890.220.752,69) 

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan "Rp. (6.484.110.303,80) 

Ekuitas Akhir "Rp. 1.431.992 381.626,96 
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Pasal 9 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tahun anggaran 2022 memuat informasi baik 

secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 

Pasal 10 

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 

tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi 

Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan 

Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub 

kegiatan, kelompok,dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan 

Rekapitulasi realisasi belanja menurut urussin pemerintahan daerah, organisasi, program, 

kegiatan dan sub kegiatan 

Laporan perubahan saldo anggaran lebih 

Lampiran I 

Lampiran 1.1 

Lampiran 1.2 

Lampiran 1.3 

Lampiran 1.4 

Lampiran I I 

Lampiran I I I 
T r » t - * - ! *-» T \ / 

Lampiran V 

Lampiran V I 

Lampiran VI I 

Laporan operasional 

Laporan perubahan ekuitas 

Neraca 

Laporan arus kas 

Catatan atas laporan keuangan 

PERANGKAT 
DAERAH 

  

KABAG 
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Pasal 9 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tahun anggaran 2022 memuat informasi baik 

secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 

Pasal 10 

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 

tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

Lampiran I 

Lampiran I.1 

Lampiran 1.2 

Lampiran 1.3 

Lampiran 1.4 

Lampiran II 

Lampiran III 

Lampiran V 

Lampiran VI 

Lampiran VII 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi 

Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan 

Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub 

kegiatan, kelompok,dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan 

Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, 

kegiatan dan sub kegiatan 

Laporan perubahan saldo anggaran lebih 

Laporan operasional 

Neraca 

Laporan arus kas 

Catatan atas laporan keuangan
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Lampiran F A _ £"4- —, — 

j jaitar 
Lampiran T V Ualtar 

Lampiran V 
A Ualtar 

T : -
i x b l l X i p i i i l l i 

•XT-T 
x V l 

• i -x r, 

uaiuar 
Lampiran V T T All TV /-» TV /-»*• 

Ualtar 
Lampiran V T T T TV TV 

Ualtar 
Lampiran V T T T AlV TV /-»TV 

Ualtar 
Lampiran V T 7 AV TV ^ TV ̂  4 -

Ualtar 
Lam_niran XVI Daftar 

Lampiran XVI I Daftar 

Lampiran XVI I I Daftar 

Lampiran XIX Daftar 

Lampiran X X 

Lampiran XX. 1 

Lampiran XX. 2 

Daftar dana cadangan daerah 

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya 

Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas 

Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah 

Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah 

Pasal 11 

Wall Kota Gorontaio menetapkan Peraturan Wali Kota Gorontaio tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. 

PERANGKAT 
DAERAH 

  

  

      

Lampiran VIII 

Lampiran IX 

Lampiran X 

Lampiran XI 

Lampiran XII 

Lampiran XIII 

Lampiran XIV 

Lampiran XV 

Lampiran XVI 

Lampiran XVII 

Lampiran XVIII 

Lampiran XIX 

Lampiran XX 

Lampiran XX.1 

Lampiran XX.2 

4 195 

Daftar rekapitulasi piutang daerah 

Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih 

Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir 

Daftar penyertaan modai (investasi) pemerintah daerah 

Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah 

Daftar rekapitulasi aset tetap 

Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan 

Daftar rekapitulasi aset lainnya 

Daftar kewajiban jangka pendek 

Daftar kewajiban jangka panjang 

Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan 

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya 

Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas 

Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah 

Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah 

Pasal 11 

Waii Kota Gorontaio menetapkan Peraturan Waili Kota Gorontalo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.



- 14 -

Pasal 12 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kota Gorontaio. 

Diundangkan di Gorontaio 

pada tanggal 14->^eptember 2023 

S E K R E T A R I ? DAERAH KOTA GORONTALO, 

1 

Ditetapkan di Gorontaio 

nada tanggal 11 Se-^tember 2023 

y V A L I KOTA GORONTALO^ 

MARTEN A. TAHA 

ISMAIL MADJID 

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR : . j . 

NO R E G PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO : ( I / 16 /2023) 
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h Pasal 12 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo. 

Ditetapkan di Gorontalo 

ada tanggal 11 Sentember 2023 

Pas KOTA GORONTALO 

MART A. TAHA 
Diundangkan di Gorontalo 

September 2023 pada tanggal 

SEKRETARI One H KOTA GORONTALO, 

“ 
V 

   

   
LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR : 4. 

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO: (I/ 16 /2023)


